
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Profinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 4 7 .1 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras 
Husada Kabupaten Purworcjo; 

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan 
tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan 
ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Pwworejo sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, 
sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan 
penyesuaian; 

Menimbang : a bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan 
1 Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo 
dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan 

.._ Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 7 .1 Tahun 2011 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Saras Husada Kabupaten Purworejo; 

BUPATl PURWOREJO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 47.1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNlS PENGELOLAAN 

KEUANOAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 26 TAHUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pmerintah Pusat dan 
Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3495); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

10. Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sadan Layanan 
Umum Daerah; 
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(3) Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Bupati sctaku Pembina Teknis; 
b. Sckrctaris Oaerah selaku Pembina Tcknis; 
c. PPKD selaku Pembina Keuangan. 

(1) Pengawasan opcrasional BLUD-RSUD dilakukan oleh SP!. 

(2) Pembinaan tcknis dan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh Tim 
Pembina Tcknis dan Pembina Kcuangan yang ditctapkan dcngan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 13 

l. Kctcntuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa kctentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 
Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah Saras Husada 
Kabupatcn Purworejo (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 
Nomor 46.1), diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATl PURWOREJO NOMOR 47.1 TAHUN 
2011 TENTANO PEDOMAN TEKNIS PENOELOLMN 
KEUANOAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKJT UMUM DAERAH SARAS HUSAOA KABUPATEN 
PURWOREJO. 

MEMU'l'IJSKAN: 

14. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2006 
tcntang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, 
dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 

15. Peraturan Dacrah Kabupatcn Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Uruaan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Purworejo 
Tahun 2008 Nomor 4); 

16.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 
tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Oacrah Rumah Sakit Umum Daerah 
Saras Husada Kabupaten Purworejo (Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1); 

. ~ .. , 



I 4 

(5) Pcmberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
dibebankan pada RBA. 

(4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pcngawas, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk 
honorarium, dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan 
Dircktur. 

(3) Remunerasi bagi pcjabat pcngelola dan pcgawai BLUD·RSUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dircktur melalui 
Sekretaris Daera.h. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud peda ayat (!), merupalcan 
imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, 
insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pcnsiun. 

(1) Pcjabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaria Dewan Pcngawas, 
serta pcgawai BLUD-RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan 
tingkat tanggUng jawab dan tuntutan profesionalisme yang 
diperlukan. 

Pasal 19 

2. Ketcntuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut: 

(6) Tim Pembina Teknls dan Pembina Keuangan sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (!), dapat diberikan honorarium sesuai dcngan 
kctentuan pcraturan yang berlaku. 

(5) Tim Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
mcmpunyai tugas: 
a. melalrukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan BLUO-RSUO 

atas laporan Dewan Pcngawas; 
b. melalrukan asistensi, monitoring dan evaluasi pcngclolaan 

keuangan BLUO-RSUD; 
c. melakukan pembinaan pcngembangan dan pcmantapan sistem 

manajcmen pengelolaan keuangan. 

(4) Tim Pembina Tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat (!), 
mcmpunyai cugas: 
a. melakukan evaluasi dan pcnilaian kinerja pimpinan dan 

pcngclola BLUD·RSUD; 
b. mclalrukan pcnilaian dan evaluasi kinerja pclayanan BLUD· 

RSUD berdasarkan laporan Dewan Pengawas; 
c. mclakukan monitoring dan evaluasi pclayanan BLUO-RSUO; 
d. mela.kukan pcmbinaan, pcngembangan dan pcmantapan sistcm 

manajemen pelayanan. 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI E NOMOR 19 

TRI HANDOYO 

Diundangkan di : Purworejo 
pada tanggal : 3 Juli 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Ditetapkan di : Purworejo 
pada tanggal : 3 .Juli 2013 

Ager setiap orang mengetahuinye, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Supati ini dengan penempetannye dalem Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggel 1 Januari 2013. 

Pasal 11 

 


